
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR A\ TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF 

GURU TIDAK TETAP /PEGAWAI TIDAK TETAP 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa dalam rangka efisiensi pernberian insentif bagi Guru 

Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan dengan berpedornan 

pada Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu rnerubah Peraturan 

Bupati Nornor 2 Tahun 2019 Ten tang Petunjuk Teknis 

Pernberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 

pada huruf a, perlu rnenetapkan Peratu ran Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nornor 2 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis Pernberian Insentif Guru Tidak 

Tetap/Pegawai Tidak Tetap; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 

2730) ; 



-- - 2 -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 45); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2007 Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomorl); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah 

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBABAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAIIUN 2019 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK 

TETAP/PEGAWAI TIDAK TETAP. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian 

Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap diubah sebagai 

berikut: 

A. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Pembayaran insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap 

dilaksanakan setiap bulan / per bulan. 

Pasal 9 

(1) Satuan pendidikan/UPI'SP melaporkan pelaksanaan 

pemberian insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap 

kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) bulan sekali 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada SMP 

langsung ke Dinas Pendidikan; 

b. Untuk Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada SD 

dan TK melalui Koordinator Wilayah Kecamatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Jumlah, Kehadiran/ Absensi dan Nama Guru Tidak 

Tetap / Pegawai Tidak Tetap; 

b. Jumlah rombongan belajar danjumlah siswa; 

c. Mutasi Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal (J (j\l\i ~ 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal ~ Gilli .95 
WAKIL BUPATI MOJOKERTO, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 4, 


